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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN BERKESELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi

1.

merupakan unsur penting dalam = pengembangan
kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan
dan kesatuan bangsa dan mempunyai peranan penting
dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan
lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam rangka menjamin masyarakat untuk
memperoleh  kemudahan dan  keselamatan dalam
menggunakan jalan maka hal-hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan perlu diatur
dan dikelola secara saksama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
78 /PRT/M /2005 tentang Leger Jalan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik
Fungsi Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M /2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan
Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
19/PRT/M /2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

23. Peraturan
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan
dan Status Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
1993 tentang Marka Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun
1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu
Rambu Lalu Lintas di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun
1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun
2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di
Jalan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN
BERKESELAMATAN.

BAB I



BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang
jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana
jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen
dan rekayasa lalu lintas.

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel
dan jalan kabel.

Jalan berkeselamatan adalah suatu kondisi jalan yang
memenuhi kriteria laik fungsi jalan, laik fungsi bersyarat
serta standar pelayanan minimal jalan laik fungsi dan
mampu membebaskan pengguna lalu lintas jalan dari risiko
kecelakaan.

Laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang
memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan
keselamatan bagi penggunanya, dan  persyaratan
administratif yang memberikan kepastian hukum bagi
Penyelenggara Jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan
tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
masyarakat.

Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan
jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan
ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota
kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

11. Jalur



